
108 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Anang Shophan Tornado, Praperadilan: Lembaga Praperadilan dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia, Nusamedi, 2022. 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ctk. Kedelapan, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2014. 

Anggara, dkk, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Institute 

for Criminal Justice Reform, Ctk. Pertama, 2014. 

Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan 

Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ctk. 

Pertama, Liberty Yogyakarta, 1982. 

Darwan Prinst, Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek, Ctk. 

Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. 

Darwin Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Ctk. Ketiga, Djambatan, 

Jakarta, 2002. 

Ely Kusumastuti, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, Ctk. Pertama, 

Media Nusa Creative, Malang, 2019. 

Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: surat resmi advokat di pengadilan 

praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi dan 

peninjauan kembali, Ctk. Pertama, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2013. 

Lovina dan Sustira Dirga, Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan 

dalam RKUHAP, Ctk. Pertama, Institute for Criminal Justice Reform 

(ICJR), Jakarta, 2022. 



109 
 

Muhammad Arif Setiawan, Sistem Peradilan Pidana, Ctk. Pertama, PT 

Rajagrafindo Persada, Depok, 2021. 

Nalom Kurniawan Barlyan, Penetapan Tersangka & Praperadilan serta 

Perbandingannya di Sembilan Negara, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, 

Depok, 2020. 

R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 

Kerugian dalam KUHAP, Ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 

2003. 

Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020 

Sugianto, Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Ctk. 

Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018. 

Sulistya Eviningrum dan Bambang Eko Nugroho, Pengantar Hukum Acara 

Pidana: Teori dan Praktik, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2024. 

 

B. Jurnal/Skripsi/Disertasi 

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian 

Hukum Normatif Dan Sosiologois (Field Research)”, Volume 2, Nomor 1, 

Tahun 2024. 

Akhmad Zubairy, “Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum 

dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process of Law”, Jurnal 

Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol 2, No 2, 2021. 



110 
 

Alam Suryo Laksono,”Prinsip Due Process Of Law dalam Pembaruan Hukum 

Acara Pidana Terhadap Eksistensi Praperadilan”, Ensiklopedia Of 

Journal, Vol 8, No 2, 2026. 

Amir Giri Muryawan, “Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak 

Pemohon atau Termohon Dikaitkan dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai 

Keadilan”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 

2023. 

Andi Akbar, dkk, “Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka dalam 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Studi Interdisipliner 

Perspektif, Vol 23, No 1, 2023. 

Ayu Anjeli Sandra Badeng, dkk, “Eksistensi Praperadilan dalam Kasus Upaya 

Paksa yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Pihak Penyidik Terhadap Pegi 

Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap”, Animha Law Journal, Vol 1, 

No 1, 2024. 

Dudung Indra Ariska, “Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam 

RUU KUHAP”, Yustitia 5, Nomor 1, Tahun 2019. 

Dedy Vengki Matahari, “Fungsi Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan 

Pidana Menurut KUHAP”, Lex et Societatis, Vol. IV, No. 2, 2016. 

Devi Kartika, dkk, “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan 

Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia”. 



111 
 

Dharma Sutomo, “Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan 

Horizontal Hakim dalam Praktik Peradilan Pidana”, Jurnal Fakta Hukum, 

Vol 1, No 2, 2023. 

Dwi Nurahman, “Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan 

Sistem Peradilan Pidana”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas 

Lampung, 2024. 

Erwin Susilo, dkk, “Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan dalam 

Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View 

Doctrine Validity of Search and Seizure in Pre-Trial Proceedings: 

Reconstruction of Authority Using The Plain View Doctrine”, Jurnal 

Hukum Lex Generalis, Vol 6, No 7, 2025. 

Fabian Christian Loa, dkk, “Kajian Hukum Lembaga Praperadilan dalam 

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 

Vol 13, No 04, 2024. 

Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim 

Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia”, Mimbar 

Hukum, Vol. 28, No. 1, 2016. 

Latipulhayat, “Due Process of Law”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), Vol 4, 

No 2, 2017. 

Luhut M. P. Pangaribuan, “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam 

Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Media Hukum dan 

Keadilan Teropong, Vol 1, 2014. 



112 
 

Leo Christy Menoha Teslatu, “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan 

dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan 

Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Jurnal Ilmu Hukum 

Alethea, Vol 2, No 2, 2019. 

Mardian Putra Frans, Agustina Indah Sari, Darisa Winda, dkk, “Plea Bargaining 

System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai 

Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan”, Perspektif 

Hukum, Vol 24, Issue 2, 2024. 

Phileo Hazelya Motulo, “Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana”, Lex 

Administratum, Vol 8, No 4, 2020. 

Rasina Padeni Nasution, dkk, “Praktek Due Process of Law dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Tahun 2022-2023”, Jurnal Begawan Hukum (JBH), Vol 2, No 1, 

2024. 

R. Ahmad Nur Rido Prabowo, “Implementasi Praperadilan dalam Melindungi 

Hak-Hak Tersangka dan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri Kota 

Surakarta”, Dinamika Hukum, Vol 15, No 2, 2024. 

Rifaldi Jesaya Maringka, “Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris dalam Upaya 

Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang 

No 8 Tahun 1981”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23, No 10, 2017. 

Rizka Fakhry Alfiananda, “Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam 

Kerangka Praperadilan”, Wacana Hukum, Vol 23, No 1, 2018. 



113 
 

Rustam Efendi Turnip, “Konsep Dasar Terkait Due Process of Law”, Jurnal Hukum 

Justice, Vol 3, No 2, 2026. 

Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum”, Vol. 3, No. 

1, 2014. 

Sal Sabila Aprilia, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui 

Upaya Praperadilan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 4, No 1, 

2023. 

Suharjo, “Kewenangan Praperadilan dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak 

Pidana”, Jurnal Reformasi Hukum, Vol XXIII, No 2, 2019. 

Semuel Hutauruk, “Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya, 2021. 

Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan, “Urgensi Hakim Pemeriksa 

Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia”, Journal of 

Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No 2, 2020. 

Yoga Apriansah and Bambang Waluyo, “Kajian Yuridis Putusan Praperadilan 

Atas Penangkapan Ravio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 

63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel)”, Vol. 11, No. 1, 2021. 

 

C. Makalah 

Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, “Prospek Hakim Pemeriksa 

Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan 



114 
 

KUHAP”, Policy Paper, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta 

Selatan, 2014. 

 

D. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang 

Hak-Hak Sipil dan Politik) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan 

Kembali Putusan Praperadilan 

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana Tahun 2012 

 

E. Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 

 

F. Data Elektronik  

Ady Thea DA, Prof Harkristuti Tegaskan Pentingnya Pengaturan Judicial Scrutiny 

dalam RUU KUHAP, terdapat dalam Prof Harkristuti Tegaskan 

Pentingnya Pengaturan Judicial Scrutiny dalam RUU KUHAP. 2 Juni 

https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-harkristuti-tegaskan-pentingnya-pengaturan-judicial-scrutiny-dalam-ruu-kuhap-lt683d250b2b3f6/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-harkristuti-tegaskan-pentingnya-pengaturan-judicial-scrutiny-dalam-ruu-kuhap-lt683d250b2b3f6/?page=all


115 
 

2025. Diakses terakhir pada hari Minggu tanggal 23 November 2025, 

pukul 14.28 WIB dan hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 pada pukul 14.34 

WIB. 

Ady Thea DA, Perkuat Perlindungan HAM Melalui Mekanisme Judicial Scrutiny, 

terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-

perlindungan-ham-melalui-mekanisme-judicial-scrutiny-

lt686dc788dca47/?page=all. 9 Juli 2025. Diakses terakhir pada hari Selasa 

tanggal 3 Februari 2026 pada pukul 15.40 WIB. 

Andy Narto Siltor, Ketua Mahkamah Agung RI: MA dan Badan Peradilan di 

Bawahnya Masih Kekurangan Hakim, terdapat dalam 

https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-peradilan-

di-bawahnya-masih-kekurangan-hakim-0ks. 12 Juni 2025. Diakses 

terakhir pada hari Jum’at tanggal 6 Februari 2026 pukul 20.44 WIB. 

Afina Rahmadani, Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif Alqur’an: Kajian 

Tafsir Terhadap Pencegahan Pembullyan Berbasis Kekuasaan, terdapat 

dalam Kajian Tafsir terhadap Pencegahan Pembullyan Basis Kekuasaan - 

Kuliah Al Islam. 19 November 2024. Diakses terakhir pada hari Selasa 

tanggal 6 Januari 2026, pukul 16.44 WIB. 

Angga Broto, Konsep dan Prosedur Praperadilan di Indonesia, terdapat dalam 

https://hukum.uma.ac.id/2025/09/18/konsep-dan-prosedur-praperadilan-

di-indonesia/. 18 September 2025. Diakses terakhir pada hari Kamis 

tanggal 16 Oktober 2025 pukul 21.00 WIB. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-perlindungan-ham-melalui-mekanisme-judicial-scrutiny-lt686dc788dca47/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-perlindungan-ham-melalui-mekanisme-judicial-scrutiny-lt686dc788dca47/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-perlindungan-ham-melalui-mekanisme-judicial-scrutiny-lt686dc788dca47/?page=all
https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-peradilan-di-bawahnya-masih-kekurangan-hakim-0ks
https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-peradilan-di-bawahnya-masih-kekurangan-hakim-0ks
https://kuliahalislam.com/prinsip-kepemimpinan-dalam-perspektif-alquran-kajian-tafsir-terhadap-pencegahan-pembullyan-berbasis-kekuasaan/
https://kuliahalislam.com/prinsip-kepemimpinan-dalam-perspektif-alquran-kajian-tafsir-terhadap-pencegahan-pembullyan-berbasis-kekuasaan/
https://hukum.uma.ac.id/2025/09/18/konsep-dan-prosedur-praperadilan-di-indonesia/
https://hukum.uma.ac.id/2025/09/18/konsep-dan-prosedur-praperadilan-di-indonesia/


116 
 

Deva Karamina Fasha, Arti Due Process of Law, terdapat dalam 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-

lt64edc30233bb7/. 21 Januari 2026. Diakses terakhir pada hari Senin 

tanggal 12 Januari 2026 pukul 17.05 WIB. 

Ilman Nurfathan, Hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP) Menggantikan 

Pra Peradilan dalam RKUHAP Apakah Menjawab Keterbutuhan?, 

terdapat dalam HADIRNYA HAKIM PEMERIKSA PENDAHULU 

(HPP) MENGGANTIKAN PRA PERRADILAN DALAM RKUHAP 

APAKAH MENJAWAB KETERBUTUHAN? | Artikel Rechtsvinding. 13 

Maret 2025. Diakses terakhir pada hari Jum’at tanggal 13 Februari 2026 

pukul 15.22 WIB. 

Kanal Pengetahuan FH UGM, “Seminar Nasional: Pembaharuan Judicial Scrutiny 

dalam Rancangan KUHAP”, terdapat dalam 

https://www.youtube.com/live/V-0yCIx-h2I?si=DY_jeJLv8BhhTDqW. 3 

Oktober 2025. Diakses terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 

pukul 13.00 WIB. 

 

 

Muhammad Syauqi Asy Syadzili, Ayat-Ayat Keadilan: Tafsir Al-Quran untuk 

Reformasi Hukum dan HAM, terdapat dalam 

retizen.republika.co.id/posts/692005/ayat-ayat-keadilan-tafsir-al-quran-

untuk-reformasi-hukum-dan-ham. 10 Juli 2025. Diakses terakhir pada hari 

Selasa tanggal 6 Januari 2026 pukul 16.20 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/
https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/984
https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/984
https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/984
https://www.youtube.com/live/V-0yCIx-h2I?si=DY_jeJLv8BhhTDqW
https://retizen.republika.co.id/posts/692005/ayat-ayat-keadilan-tafsir-al-quran-untuk-reformasi-hukum-dan-ham
https://retizen.republika.co.id/posts/692005/ayat-ayat-keadilan-tafsir-al-quran-untuk-reformasi-hukum-dan-ham


117 
 

Rifqi Qowiyul Iman, Wilayat al-Mazalim: Mekanisme Upaya Hukum dan 

Penegakan HAM dalam Peradilan Islam, terdapat dalam  

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wilayat-al-mazalim-

mekanisme-upaya-hukum-dan-penegakan-ham-0t2. 9 Agustus 2025. 

Diakses terakhir pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 pukul 04.35 WIB. 

Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, 

terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-

metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f. 8 

Mei 2023. Diakses terakhir pada hari hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 

pukul 16.32 WIB. 

Yura P. Yudhistira, Lintasan Sejarah Pengawasan Hakim (Judicial Scrutiny) dalam 

Hukum Acara Pidana Indonesia, terdapat dalam 

https://www.dandapala.com/article/detail/lintasan-sejarah-pengawasan-

hakim-judicial-scrutiny-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia. 26 Juni 

2025. Diakses terakhir pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 pukul 

14.26 WIB. 

https://icjr.or.id/melihat-kembali-posisi-praperadilan-dalam-sistem-peradilan-

pidana-di-indonesia/ (diakses terakhir pada hari Jum’at tanggal 17 Oktober 

2025 pukul 15.18 WIB). 

https://pbhi.or.id/urgensi-pembentukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dalam-

reformasi-hukum-acara-pidana-indonesia/ (diakses terakhir pada hari 

Senin tanggal 19 Januari 2026 pukul 19.16 WIB dan hari Jum’at tanggal 6 

Februari 2024 pukul 20.01 WIB) 

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wilayat-al-mazalim-mekanisme-upaya-hukum-dan-penegakan-ham-0t2
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wilayat-al-mazalim-mekanisme-upaya-hukum-dan-penegakan-ham-0t2
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f
https://www.dandapala.com/article/detail/lintasan-sejarah-pengawasan-hakim-judicial-scrutiny-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia
https://www.dandapala.com/article/detail/lintasan-sejarah-pengawasan-hakim-judicial-scrutiny-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia
https://icjr.or.id/melihat-kembali-posisi-praperadilan-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/
https://icjr.or.id/melihat-kembali-posisi-praperadilan-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/
https://pbhi.or.id/urgensi-pembentukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dalam-reformasi-hukum-acara-pidana-indonesia/
https://pbhi.or.id/urgensi-pembentukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dalam-reformasi-hukum-acara-pidana-indonesia/


118 
 

https://www.ebsco.com/research-starters/law/judicial-scrutiny (diakses terakhir 

pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 pukul 13.55 WIB. 

 

https://www.ebsco.com/research-starters/law/judicial-scrutiny

